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P
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NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN
AERAH KEPADA LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELAN G,

bahwa pelimpahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
kepada Lurah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Lurah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan -
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53); :
Undang-Undang Nomor 32 Tahpn 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2904 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nompr 73 Tal}un 2005 tentang Kelurahan
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
(Lerrlbbfkl]r aa: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588),
i Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
£ dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pembinaan 133 ara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
(LembaranL mg;Jaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Tambahan Len den Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden
Peratura;;:;:;ahaﬂ Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan
tentang ’

perundang-Undangar,




Kot
ba a I;/Inagelang. Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Ota Magelang (Lembaenjadl Kewenangan Pemerintahan

or 2); 72n Daerah Kota Magelang Tahun

Craturan Mentep
Pelimpahap UrustajnDpa]am.Negeﬁ Nomor 36 Tahun 2007 tentang
emerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

netapkan . PERAT
Me URUS AIIJ‘IRI:}SNM‘EN ~LIKOTA TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN
RINTAHAN DAERAH KEPADA LURAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Magelang, .

2. Pemerintahan Daerah adalah Peﬂyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

e o s ey B o b iy Neps Ko
a dim t '
" ey e sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan di daerah.

4. Walikota adalah Walikota Magelang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Magelang dalam
wilayah kerja Kecamatan.

8. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap
seluruh rincian urusan pemerintahan daerah yang dimungkinkan dapat dilimpahkan
pelaksanaannya kepada Lurah. . o

9. Pengkajian adalah kegiatan yang dilakukan untuk rr.1enellt| dan mengkaji rincian urusan
tertentu berdasarkan data, informasi dan keterangan lainnya b'erkaltan dengan kondisi sosufl,
ekonomi dan budaya masyarakat guna menilai apakah rincian urusan tertentu akan lebih

1 ouna bila dilaksanakan oleh kelurahan. o
10. gz;iﬁ;a%lu Egacll:lrll Ezrgtil:tsellzgsvalikota M&Il(gelaggLunlt_;ll‘ menetapkan keputusan rincian urusan
emeri h vang dilimpahkan kepada Lurad. . _ _
11, gvr;zrz;:it a::arjl:;elrcaegi);tar% untu}? menilai tingkat efisiensi d;rll_ akuﬁabllifsagaarﬁ r:;lcapax
dalam pelaksanaan rincian urusan pemerintahan daerah yang di lll)'ﬂpa ham ‘ [:;( -l
12, Pembinaan sdalah upaya yang dilakukan oleh Pemermtah_ az;;erad un }lllk mfi]wul{u al:n
tercapainya tujuan penyelenggaraan pelimgah?n uruse? iemen'[:mir?na :re raelime p:haan l?rzlsa.n
13. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan u'?tfu m:injden angrengana c{)an T———
pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesu g

peraturan perundang-undangan. _fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
14. Urusan Pemerintahan Daerah adz'ilah l?:tflilmengamf g B S tesdto
kewajiban Pemerintah Ko?nl;ia%;ﬁ rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan
yang menjadi kewenanga _ _
menyejahterakan masyaralgat-_an yrusan pemerintah daerah yang berupa fungsi-fungsi
-Rincian yrusan adalah 0agl ;
5. ot ifik. ) -
Pemerintahan yang lebih rinci dan SPeSurusan pemenntahan yang dlllfnpahkan dalam
16. Prinsip efisiensi adalah bal}wa aya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh
Penanganannya dipastikan Jebih berday gkat daerah lainnya.

N di i oleh peran
Kelurahan dibandingkan apabila ditangat!



-3.

ingkatan akuntabiljt
17. Pening . a8 adalgh
Kelurahan lebih langsung/dekat danahwa Urusan Pemerintahap

dengan urusan yang ditangapi oje, X berdampg erakibat kepad

8. Tim adalah Tim Pengkajian dan Evaelﬁl?l?éfmh lainnys,
Lurah. 'Mpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada

yang dilimpahkan kepada
a masyarakat dibandingkan

1) Wwalikota melimpahkan uryggq
kebutuhan kelurahan dengan me
7) Dalam menerapkan prinsip efis
pada ayat (1), penentuan urusan
a. kemampuan kelurahan mep
b. rincian urusan tertentu sud
¢. rincian urusan tertentu ber

Pemer;
mperhat?lizﬁan'bgerap _kep'flda Lurah disesuaikan dengan
it Prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
il Peningkatan akuntabilitas sebagaimana dimaksud
l lmPah'kan dengan mempertimbangkan :
yelenggarakan jenis urusan tersebut:

ah mempunya; : ;
: yai regulasi yang jelas:
sifat teknis operasio e ic

e. jenis urusan tertentu mempunyai t; ; ;
diselesaikan pada tingkat kdurahzn_ ingkat kompleksitas permasalahan yang dapat

(1) Urusan wajib yang dapat dilimpahkan meliputi
pendidikan;
kesehatan;
lingkungan hidup;
pekerjaan umum;
penataan ruang;
perencanaan pembangunan,
perumahan;
kepemudaan dan olah raga;
penanaman modal;
koperasi dan usaha kecil dan menengah;
kependudukan dan catatan sipil;
ketenagakerjaan;
. ketahanan pangan; ,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
perhubungan;
komunikasi dan informatika;
pertanahan; N e
Iéfsztuap (ti)angs}ii i:;z?il:tl:h:i]ﬁ:ni aéministrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
omi daerah,
kepegawaian, dan persandian, .
pemberdayaan masyarakat dan desa,
sosial;
. kebudayaan;
statistik;
kearsipan; dan/atau
perpustakaan.
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. liputi :
(2) Urusan pilihan yang dapat dilimpahkan melip

4. perikanan;

b. pertanian;

C. kehutanan;



d. energi dan sumber daya Minerg]-
e. pariwisata, ’
¢ industri;
g perdagangan; dan/atay
h. ketransmigrasian,
BAB I11
TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN
Pasal 4

pelimpahan urusan wajib dan urygap pilihan dilaksanakan melaly

; T 1tahap -
g. inventarisasijenis Jenis urusan yang akap dili ‘elalul tahap :
b, pengkajian '_cerl}adap rincian urusan yang akan zl?g?nhk:}r:ﬁa '
¢c. penetapan rincian urusan yang dilimpahkan; dan .
d. evaluasi pelaksanaan pelimpahan Urusan,

Pasal §

(1) Inventa.risasi, peng‘lfajian, dan evaluasi sebagaimana maksud dalam Pasal 4 dilaksanakan
oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi p

Lurah. elimpahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;

b. Asisten yang membidangi pemerintahan sebagai wakil Ketua;
c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan sebagai sekretaris;
d. Beberapa orang anggota dari SKPD sesuai kebutuhan; dan
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Penetapan rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- . - 5 dilaksanakan dengan pengumpulan
(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal !
usulan jenis urusgn yang akan dilimpahkan yang berasal dari Kelurahan dan SKPD

() Ip(ial;:ls: nglL(eru];anaapat menyampaikan usulan kepada Walikota mengenai jenis urusan

Pemerintahan Daerah yang akan dililr;;?a?::iz ki?ﬁg:nm;frlﬁ il Diaok yase: i
(3) Lurah dapat menyampaikan usu

dilimpahkan bersamaan dengan pi"yi
Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kep

mpaian laporan penyelenggaraan urusan
da Lurah tahun berkenaan.

Pasal 8
() T lakuk kajian hasil inventarisasi jenis-jenis urusan Pemerintahan Daerah yang
Im melakukan peng o
@ ia)ke;n dilimpahkan. hajisn, Tim meminta pertimbangan dan melakukan koordinasi
alam melakukan pen Kait.
dengan Kepala SKPD pelaksana ur::ﬁ?a;egr jeni
Tim menyampaikan hasil kajian likota untuk ditetapkan.
dilimpahkan dan diusulkan kepada W2

s urusan Pemerintahan Daerah yang akan



e

an EVa1Uasl
pelim
LElmhmenetapkan metod Pahan urusan Pemerintahan Daerah kepada
@ 1 © untuk melaksanakap eval
M alasi sebagaimana dimaksud pada ayat
BAB v
Pasa] 10
Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang t : _
6, diserahterimakan dengan berita acarg yfnge E};:ﬁ;?;:ﬁk:&f%:iaﬂans dimabmd datam Pasal
at terkait.
Pasal 11
pemerintah Daerah dapat menambah . N
Lurah. all urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada
Pasal 12

Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang telah dilim

) : pahkan kepada Lurah dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Walikota dapat menarik sebagian atau
seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personel.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip
proporsional, efektif dan efisien.

(3) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyesuaian kuantitas
maupun kualitas Sumber Daya Manusia Kelurahan secara proporsional untuk melaksanakan

rincian urusan yang dilimpahkan.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

(1) Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan kepada Lurah dibiayai dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.da ayat (1) dialokasikan melalui Anggaran

: : ' a i
) g:nmdl;l;z:;n . :;b;gfl;;rjl:ngagzﬁaé(:;il gentuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan rincian

urusan yang dilimpahkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

Japoran pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
kan Ja

(1) Setiap akhir tahun Lurah menyamp jalui Camat.

‘lota me
yang dilimpahkan kepada Walikota ™ '

(2) Mater; laporan yang dimaksud mencakup
2. dasar hukum;

g dilimpahkan;
b. rincian urusan Pemerint

ahan Daerah yan



e S

realisasi pelaksanaan urysap:
kendala yang dihadapi; ’
jangkah pemecahan masalah:
rekomendasi; dan ’

R ™Se oo

usulan penambahan atau .
Perubahan rincian yrygyn yang dilimpahkan tahun beriku
ahun berikutnya.

BAB vI1

PEMBINAAN DAN PENGAWAS AN

Pasal 16

(1) walikota melakukan pembinaan dap

pemerintahan daerah yang dilimpahkan ke;[::gag K?;E" terhadap penyelenggaraan urusan

7) Pembinaan dan pengawasan sebagai :
; )kepada Camat. gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan

BAB vIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Magelang.

itetapkan di Magelang
ada tanggal

OTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO
Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
AGUS SURYA(TO
0 NOMOR 45

01
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2



